BAB Il
KESIMPULAN DAN SARAN
A.KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan:

1. Kendala penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jakarta
Pusat sudah berjalan dengan baik atau sesuai peraturan UU Nomor 24
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial(BPJS)
yang ada, BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mewujudkansemua Visi
dan Misi dari BPJS Kesehatan.BPJS Kesehatan adalah produk negara
dalam bidang kesehatan yang mana sangat dibutuhkan masyarakat
menengah ke bawah dan tidak mampu. Keberadaan BPJS Kesehatan di
Indonesia memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat
yang mana dapat membantu masyarakat tanpa diskriminasi keberadaan
BPJS Kesehatan ini juga dapat dilihat sebagai suatu sarana dalam
mewujudkan cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yaitu keadilan
sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Upayayang dilakukan terus di kembangkan sesuai dengan kondisi dan
perkembangan agar terjamin kesehatan dan kesgjahteraan seluruh
masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan terus berinovasi hingga
pelayanan berbentuk Online sesuai perkembangan jaman modern saat
ini agar masyarakat lebih mudah dan dapat dipantau oleh

penyelenggara BPJS K esehatan
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B.SARAN

1.

Peningkatan sosial kontrol penyelenggaraan BPJS K esehatan kepada
semua rumah sakit yang menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan
sehingga dapat mengetahui kendala apa sgja yang menjadi faktor
penghambat dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan bagi
masyarakat.

Memberlakukan peraturan prorata untuk Rumah sakit di kota besar
sehingga lebih mengurangi biayaagar tidak terjadi defisit.

Program perencanaan yang akan di selenggarakan oleh BPJS
Kesehatan harus di telaah lebih jauh sehingga dapat berdaya guna
yang besar bagi masyarakat dengan cara perbaikan peningkatan
kinerja oleh pihak yang akan melakukan program kegiatan di bidang
kesehatan melalui pengelolaan mangjemen dari Sumber Daya
Manusia secara profesional .

Memberikan himbauan kepada kepala daerah untuk lebih tegas
daam menjalankan peraturan dan menindak lanjuti bila ada
kecurangan karena BPJS Kesehatan telah memberi kewenangan
kepada setiap wilayah dan Urusan Rumah Tangga masing-masing
kepala daerah

Dalam pelayanan diharapkan untuk meningkatkan sumber daya
manusia agar pelayanan di Rumah sakit tidak memakan waktu lama

terutama pada lansia dan anak-anak diharapkan lebih di utamakan
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Dalam hal keamanan dan lingkungan diharapkan BPJS Kesehatan
lebih melakukan sosial kontrol pada penyelenggara daerah dan
Rumah sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan agar tidak terjadi
kecurangan seperti riwayat penyakit dan laporan keuangan agar

mendapat biaya lebih dari pihak BPJS K esehatan
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